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Pada tahun 2019 pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk 

memindahkan ibu kota ke sebuah lokasi yang baru. Keputusan ini diambil untuk 

mengurangi beban Jakarta yang menghadapi masalah serius seperti kemacetan lalu 

lintas, banjir, dan penurunan tanah. Untuk melegalisasi rencana tersebut disahkan 

Undang - Undan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, dan Peraturan 

Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan 

Pertanahan di Ibu Kota Nusantara. Undang - Undang ini mengatur mengenai Ibu 

Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita 

Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk 

semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: 1) menjadi kota 

berkelanjutan di dunia; 2) sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; 

dan 3) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman 

bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan 

perwakilan organisasi/lembaga internasional. 

Dalam Pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan 

Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara akan berpotensi menimbulkan 

konflik agraria, terutama konflik agraria berdimensi hukum, yakni antara hukum 

negara dengan hukum rakyat atau adat. Untuk mereduksi konflik ini, perlu adanya 

ruang deliberasi hukum yang lebih terbuka, yang bisa menjawab setiap kebijakan 

hukum yang terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan berdasarkan 

fakta di lapangan cukup banyak wilayah sampai dengan saat ini belum menerima 

pembayaran ganti rugi, salah satunya adalah pengadaan tanah untuk jalan tol 

Penajam – Balikpapan di ruas Balikpapan. Masyarakat yang terdampak 

berkeberatan dengan usulan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Alasan 

masyarakat adalah penetapan harga dari pemerintah sudah tidak relevan lagi, 

dikarenakan tahun penilaian yang dilakukan tim KJPP tidak sama dengan tahun 

rencana pembayaran ganti rugi, yang tentunya harga tanah sudah mengalami 

kenaikan saat ini. 

Selain dari pada itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih 

dalam prosedur pengadaan tanah dan bentuk perlindungan hukum apa yang bisa 

melindungi pemegang hak atas tanah penerima ganti kerugian yang terdampak 

pembangunan sarana pendukung Ibu Kota Nusantara. Proses perolehan tanah di Ibu 
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Kota Nusantara terus berjalan, saat ini pemerintah menyiapkan lahan melalui 

mekanisme pelepasan kawasan hutan di Ibu Kota Nusantara. Langkah tersebut 

sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2022 tentang Perolehan 

Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, perolehan tanah di Ibu 

Kota Nusantara dilakukan melalui dua mekanisme yaitu; 1) Pelepasan Kawasan 

Hutan, dan 2) Pengadaan Tanah. Dalam hal pengadaan tanah ini secara prosedur 

memang tidak jauh dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya yang 

melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan 

hasil. Adapun tahap perencanaan dilakukan oleh Otorita IKN. 

Selanjutnya untuk perlindungan hukum terkait dengan penerima ganti rugi 

haruslah memberikan jaminan penggantian yang layak. Layak artinya adil, jadi 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu harus adil pada saat proses 

pengadaan tanah hingga setelah proses akhir dari pengadaan tanah yaitu hasil akhir 

yang merupakan wujud asas keadilan dengan pemberian ganti kerugian dan 

kehidupan lebih baik setelah ganti kerugian. Sampai saat ini dan masa yang akan 

datang apabila terjadi polemik agraria akan diselesaikan dengan perundangan yang 

sifatnya umum. Dikarenakan didalam Undang – Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang 

Ibu Kota Nusantara, tidak memberi penjelasan tentang dan bagaimana prosedur 

penyelesaian konflik pengadaan tanah untuk Ibu Kota Nusantara. Didalam Undang 

– undang tersebut tidak memberikan ketegasan dan tidak detail dalam pembahasan 

terkait soal penguasan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk Ibu Kota Negara, 

tidak memuat secara detail terkait penyelesaian konflik lahan atau klaim masyarakat 

terhadap tanah yang dinyatakan sebagai Kawasan Ibu Kota Nusantara. 
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Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mengkaji lebih dalam prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan sarana 

pendukung Ibu Kota Nusantara dan perlindungan hukum yang bisa melindungi 

pemegang hak tanah penerima ganti kerugian yang terdampak pembangunan 

tersebut. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian ini 

bersifat preskriptif yaitu menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, 

menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, 

dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil 

Penelitian Pertama : tentang prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan sarana 

pendukung Ibu Kota Nusantara yaitu; 1) Pelepasan Kawasan Hutan, dan 2) 

Pengadaan Tanah. Dalam hal pengadaan tanah ini secara prosedur memang tidak 

jauh dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya yang melalui 

beberapa tahap yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. 

Selanjutnya tentang perlindungan hukum apa yang bisa melindungi pemegang hak 

tanah penerima ganti kerugian yang terdampak pembangunan tentap mengacu pada 

peraturan umum yaitu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang 

pelaksanaannya merujuk pada Perpres Nomor 36Tahun 2005 dan Perpres No. 65 

Tahun 2006 serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2007. Yang 

menjadi pertanyaan adalah didalam Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 2022 

Tentang Ibu Kota Nusantara, tidak memberi penjelasan tentang dan bagaimana 

prosedur penyelesaian konflik pengadaan tanah untuk Ibu Kota Nusantara. Dalam 

aturan tersebut hanya mengatur tentang pembahasan terkait soal penguasan, 

pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk Ibu Kota Negara. Dan untuk regulasi 

dibawahnya yaitu Perpres No. 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan 

Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, juga tidak memuat secara detail 

terkait penyelesaian konflik lahan atau klaim masyarakat terhadap tanah yang 

dinyatakan sebagai Kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan apabila ada terjadi resiko 

konflik tetap dikembalikan kepada peraturan pada umumnya. 
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The purpose of this research is to find out and examine in more depth the 

land acquisition procedures for the construction of supporting facilities for the 

Indonesian capital and the legal protection that can protect land rights holders 

who receive compensation who are affected by this development. By using a type 

of normative juridical research, this research is prescriptive in nature, namely 

answering legal issues by describing, examining, studying and explaining 

accurately and analyzing applicable laws and regulations as well as various 

opinions of legal experts, with the aim of getting answers to the problems that arise. 

lifted. First Research Results: regarding land acquisition procedures for the 

construction of supporting facilities for the Indonesian capital, namely; 1) Release 

of Forest Areas, and 2) Land Acquisition. In terms of land procurement, the 

procedure is not far from land acquisition for other public purposes which goes 

through several stages, namely planning, preparation, implementation and 

delivery of results. Furthermore, regarding legal protection that can protect land 

rights holders who receive compensation who are affected by development, it 

always refers to general regulations, namely Law Number 2 of 2012, the 

implementation of which refers to Presidential Decree Number 36 of 2005 and 

Presidential Decree No. 65 of 2006 and Regulation of the Head of the National 

Land Agency of 2007. The question is in Law Number. 3 of 2022 concerning the 

Archipelago Capital, does not provide an explanation of and how to resolve land 

acquisition conflicts for the Archipelago Capital. This regulation only regulates 

discussions related to land control, management and utilization for the National 

Capital. And for the regulations below, namely Presidential Decree no. 65 of 2022 

concerning Land Acquisition and Land Management in the Archipelago Capital 

City, also does not contain details regarding the resolution of land conflicts or 

community claims to land declared as the Archipelago Capital Region. And if 

there is a risk of conflict, it will always be returned to the general regulations. 
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